Menimbang :

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/789/HK/424.013/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

COLLABORATIVE PARTNERSHIP INTEREST GROUP

DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk mewujudkan peranan Pemerintah Daerah dalam
mengurangi penyakit masyarakat / penyandang masalah
kesejahteraan sosial, serta menjamin ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, perlu penanganan bersama melalui
Collaborative Partnership Interest Group;

bahwa guna kelancaran untuk memberikan pedoman
operasional dalam penanganan gangguan ketertiban umum
sebagaimana di maksud huruf a, maka perlu untuk menyusun
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Collaborative Partnership Interest
Group di Kabupaten Pasuruan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Collaborative

Partnership Interest Group Di Kabupaten Pasuruan.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN:

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017
tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017

tentang Penanggulangan Pelacuran.

MEMUTUSKAN:

Petunjuk Teknis pelaksanaan Collaborative Partnership Interest
Group di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Petunjuk Teknis pelaksanaan Collaborative Partnership Interest
Group sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman
bersama dalam penanganan gangguan ketertiban umum
khususnya penyakit masyarakat / penyandang masalah
kesejahteraan sosial.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;

2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR :050/789/HK/437.013/2023
TANGGAL : 30 © . Mei 2023

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
COLLABORATIVE PARTNERSHIP INTEREST GROUP
DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2017
tentang Penanggulangan Pelacuran mengamanatkan bahwa
penanggulangan pelacuran bertujuan untuk penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum, kemudiaan Satuan Polisi Pamong Praja
dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat mengamanatkan setiap orang dilarang menjadi
pengemis, pengamen, pedagang asongan dan/atau pengelap mobil di
fasilitas umum. Mengacu pada pasal diatas, Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai leading sektor Kegiatan Operasi Pekat di lingkup Pemerintah
Kabupaten Pasuruan terus berupaya dan berkoordinasi serta berkolaborasi
dengan pihak terkait supaya Operasi Pekat yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Pasuruan berjalan lancar dan berhasil serta
berdampak.

Penyakit Masyarakat / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan sangat memperihatinkan
khususnya Pelacuran. Dikarenakan jaringannya sudah luar kota dan luar
provinsi. Yang tidak kalah memperihatinkan adalah semakin maraknya
Anak Jalanan dan Pengemis. Hampir di setiap persimpangan atau Apill
yang ada di Kabupaten Pasuruan akan kita temui mereka disana. Hal
tersebut sudah pasti sangat mengganggu kondisi ketertiban umum di
wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu bisa terjadi karena penanganan
ketertiban umum masih belum efektif, sehingga diperlukan sebuah solusi
untuk penyelesaiannya.

Collaborative Partnership Interest Group merupakan proses







































BAB VII
PENUTUP

Collaborative Partnership Interest Group ini merupakan bagian dari
strategi dalam bentuk kerja sama kemitraan dalam rangka penanganan
gangguan ketertiban umum yang muncul akibat aktivitas pekat (penyakit
masyarakat) / penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi

pelacuran, anak jalanan dan pengemis di Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Keputusan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman bagi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait, yang bertujuan agar
penanganan gangguan ketertiban umum ini dapat dilakukan secara efektif,
untuk membentuk kesamaan persepsi, perangkat daerah dan stakeholder yang
terlibat bertindak sesuai kewenangan masing-masing, pelaksanaannya dapat
terkoordinasi dengan baik serta memberikan dampak positif yaitu
terpenuhinya ha katas kebutuhan dasar warga negara berupa kesejahteraan

sosial.

Dukungan positif dari para pemangku kepentingan dan perangkat
daerah terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanganan gangguan ketertiban
umum ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi tenteram dan tertib di

seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF





